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DPIR I Kajgh
Danmna Parpol

B Agus Raharjo, Halimatus Sa'diyah
Butuh aturanmn baru untuk
memperjelas sumber peneri-—
maan partai politik.

T AT A TIRIA IDOPR alkan mengkaji
format peningltatan jumlah bhbantuan
dana partai politilk yangs diajulkan
HKementerianmn IDalarm Negeri (Ke—
mendagri). Pemerintah scbhelummnsa
menginginlkan rencana tersebut da—
pat masuls dalam Rancansan A rns—
Zaran Pendapatan Belanja INegara
(RAPIEIN) 201 6. -

CIF armmi tidalk bisa rmengatalan
mendulkung atau tidals, marmurn yariss
Ppasti, formatnya kami lihat terlelbhih
dahulu,” kata Wakil Ketua IDOPR
Taufik K urmniawan di Komplelks Par—
lermen Sernazyar, Jalkarta, Jurmat
(26/6). Apabila ada pengaturan barn—
tuan dana parpol, dia menjelaslkan,
seharusnya disesuailkan dengan batas
lcelayalcan setiap partai. Partai pun
bisa berperan penuh sebamai salah
satu pilar dermolarasi.

Menurutnya, besararn 10 samapai
20 Ikkali lipat yang diuasullzan menda—
Zri muncul setelah ada pemberitaan
di media massa. Yang ppasti, kata
rolitilsus Partai A rmanat WNWasional
(PATI) ini, pemerintah belurm rmern—
bahas soal dana bantuan parpol
dengan IDPR melalui Bacdan Arng—
saran (Banggsar).

Tautfilk pun Mmenegaskan, DPR
talkx permah mewacanalkian bantuan
Aana parpol tersebut. Wacana ini
muncul dari pemerintah. =S o W=
rertama kali menyampailkan ke
Ppublils /car: permerintah, lkarni tidals
mengerti nrusarn apa—apa, jansgarn
rrula parpol digebulkire lagi,” kata
Taufils.

Walkil Ketua DPR lainmnya, Fahri
FHarm=al ., menjelaslkarn, Prerlunya
aturan MmMmengenai dana untuls parpol
sebelurn angssarannya ditambabh .
“Indonesia perlu diatur ketegasan
Ikarena tidalx bisa parpol tidalk diatur
sumber permasulkannya,.” katanya di
Jakarta, FKamis (25/6). Politikus Par—
tai Keadilan Secejahtera (PES) itu
mengunglkaplkan, keuangan politilc
harus diltendalilsan. Halaupun
bantuan untulk parpol ditinglkatlsan,
harus disertai dengan pengavwasan.
Sumber pendanaan parpol pun,
Ljarnsa, harus diperjelas.

“IF alaua dari pemerintah, tenxtu
Ikepada pos yang dialokasilkan pe—
merintah, yaitu KPP U dan Bawaslu, ™
ujarnya. Untulk sumber pendanaan
Aari swasta, harus ada relkenings
Ikhusus yvang terdaftar AdAi KPP U dan
Aiaudit BPI. IDia mengatalkan, apa—
bila 560 legislator tidals diatur cara
mendapatlkan uans, mereka alkan
mencari dengan caranya sendiri.

Walsil HKetua Fralksi Nasderm
Johnny (G Plate mengatalkan, poe—
nmnambhaharn dana bantuan untul
Ppartai politilkk. tidal tepat saat ini.

Menurutnmya, cdana parpol talk se—
harusnya dijadilean prioritas. Arns—
sota Komisi XT ini menambahlzan,
perwakilan pemerintah, yalkni Mern—
teri Keuangan dan Badan Perenica—
Nnaan Pembangsunan Nasional (Bap—
prenas), juga belum membahas soal
ini dengsgan IDODPR. IDi rapat badan
musyawarah (bamus) IDPIR jusa be—
lum pernah ada permbicaraan ke—
nailkan dana parpol.

Johnny menssmatakan, belanja mo—
dAal pada AFPBIN 2016 harus disalur—
lkan. Pada saat yangs sarma, AP BRI
hendalk memberilkan perlimdunsan
sosial bagi massyaralkat mislkin. Ada—
Nnya dana parpol, tuturnya, bisa
mengshambat program itu. Sebelurnm
darna parpol ditinglkkatlkan, Johrnny
rmeminta evaluasi terhadap manaje—
men parpol terlebih cdahulil. ““Saat ini
Ffoare sudah ada bantuan untulk parpol,
diteruslkan saja dulu,” tegas dia.

Silkap Partai RKebanglkitan Bang—
sa (PIEB) talkk sarma dengan koleganya
di FKoalisi Indonesia FHHebat (EIEI).
Fralksi ini menyetujui peninglkatan
Jumlah bantuan lkeuangan untulk
Parpol. C“IKami sepalat (kenailkan da—
na untuls parpol) yans poeruntuils—
Aannya jelas. Selain untul operasio—
nal, administrasi dan lkerurmahtangs—
saan, saya usul didorongs untulk lka—
derisasi partai,” lkata Selkretari
Jenderal PIETB Abdul Kadir K ardings
AdAi Jalkarta, kemarin.

Selain kaderisasi, dia rmemnije—
lasltan, anggsaran tersebut bisa digu—
Nnalkan untulk penataan strulktuar,
adrministrasi, damn operasiornal r»utim
organisasi. IDana parpol pun dapat
meoemberi dampals bagi schatmnisa
rarpol sehingsgsa berdampals larns—
sungs basgi kehidupan demolsrasi di
Indonesia. “HKalau kkenailkanniya 20
lkali, berarti ekitar Rp 2.000—an per
suara, saya lkira sudah dapat mern—
bantu,’ Gjarmnsy=a.

NMendagsri THjahjo IKumolo sebe—
lurmmnya mengunglkaplkan, dana par—
pol senilai Rp 108 per suara sangsat
rminirm . IDamna tersebut diusullkan
untul ditambah menjadi 10 hingss=a
20 kali lipat. Data Direktorat Jerm—
deral Kesatuan Bangsa damn Politilcs
Kemendagri menyebutlkan, total
bantuan yanszs diberilkkan kepada 10
partai politilk yang lolos dalarn
Peoermilu 2014 senilai Rp 13,17 miliar
dalarm APBIN 2015,

Tijiahjo menjelaslkan, draf usulan
tersebut telah discerahlkan kepacda
Presiden Jolko Widodo melalui Se—
Ikretariat Negara. Istana belurm rme—
respons usulan mendagzsri tersebut.
Menteri Sekrotaris Negara Pratilsmo
men=salku talk tabhua soal dana
bantuan parpol yans diusullzarn nailc
10 lkkali lipat. “Munskin Presiden
tahu, tapi saya tidals tahu,” lkata dia.
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